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Abstract
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postponing debt payment obligations is to make peace between debtors
and their creditors and to prevent debtors who have or will experience
insolvency from being declared bankrupt. The process of postponing debt
payment obligations in cases with Decision Number 78/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst has paid much attention to the legal
subjects who are authorized to submit a request for a postponement of
debt payment obligations. The type of research used by the author is a
normative legal research method normative legal. Based on the results
of the research and discussion, it can be seen that the legal subject who
is authorized and has the legal standing to submit an application for a
postponement of debt payment obligations against the securities
company PT. Emco Asset Management is the Financial Services
Authority (OJK) in accordance with Article 55 of Law Number 21 of 2011
concerning the Financial Services Authority. Contrary to decision
Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, the party submitting
the application is the creditor. Simple proof applies to applications for a
declaration of bankruptcy.
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PENDAHULUAN

Hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu hukum perdata materiil
dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil merupakan hukum antar
perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap
yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat.
Sedangkan hukum perdata formil adalah rangkaian peraturan yang memuat cara
bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana
pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum
perdata atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur
mengenai cara-cara untuk menjalankan dan menegakkan hukum perdata materiil.

Hukum perdata formil dalam pelaksanannya dilakukan peradilan umum.
Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima,
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang
berperkara. Suatu perkara yang sudah diputus oleh hakim, maka putusan pengadilan
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tersebut berkekuatan hukum tetap kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam
perkara. Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang
mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya
dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Melihat putusan pengadilan niaga, tampak jelas bahwa tuntutan keadilan
hukum dengan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim masih jauh dari
harapan. Di bidang keperdataan, akibat hukum dapat diperoleh karena melakukan
hal yang disebutkan dalam perikatan atau melakukan hal yang seharusnya tidak
dilakukan dalam perikatan. Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak
memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang
telah diperjanjikan, dalam situasi ini maka disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Bentuk wanprestasi ialah
tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi
terlambat dilakukan. Kelalaian debitur disebabkan oleh faktor kesengajaan
(ketidakmauan), juga disebabkan oleh keterpaksaan (ketidakmampuan).
Menghadapi keadaan seperti hal tersebut, maka hukum telah menyiapkan pintu
darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu melalui 2 cara diantaranya
melalui penundaan pembayaran dan melalui kepailitan. Dalam perikatan, debitur
yang mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya dapat melakukan upaya
alternatif dengan mengajukan permohonan PKPU.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau suspension of
payment atau surseance van betaling adalah suatu masa yang diberikan oleh
undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga. Dimana dalam masa
tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk
memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana
pembayaran seluruh atau sebagian utangnya,termasuk apabila perlu untuk
merestrukturisasi utang itu. Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan
perdamaian antara debitur dengan para krediturnya dan menghindarkan debitur
yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila
kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai,maka
debitur pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Menurut
Edward A. Haman , kepailitan adalah suatu prosedur hukum yang dapat
dimanfaatkan oleh debitur untuk keluar dari utang dan memulai lagi usahanya.
Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban
untuk membayar utang-utangnya.

Pembuktian sederhana adalah fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana yang dikaitkan dengan syarat pengajuan permohonan kepailitan
mengartikan bahwa pihak pemohon pailit baik debitur maupun kreditur harus
membuktikan secara sederhana berkaitan dengan debitur yang memiliki dua atau
lebih kreditur serta tidak adanya pelunasan terhadap utang yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya
diperuntukkan dalam permohonan pernyataan pailit. Sedangkan dalam PKPU,
pembuktian sederhana tidak ditentukan apakah harus dengan pembuktian sederhana
atau tidak.
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Dalam kasus nomor 78/Pdt.Sus PKPU/2020/Pn/Niaga.Jkt.Pst tidak sejalan
dengan aturan yang tertera di atas. Terkait duduk perkara kasus , dimana pada
tanggal 29 Juli 2019 pemohon PKPU I dan tanggal 25 September 2019 pemohon
PKPU II tergabung menjadi nasabah reksadana dan melakukan penempatan dana
ke termohon PKPU. PT Emco Asset Management adalah perusahaan manajer
investasi yang tugasnya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau
mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. PT Emco Asset
Management tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak prudensial dan tidak
melindungi nasabah sebagai investor. PT Emco Asset Management mengalami
permasalahan hukum karena tidak dapat mencairkan dana nasabah dikarenakan
tidak memiliki dana dan telah gagal bayar, dengan kata lain perusahaan ini sudah
wanprestasi dari apa yang sudah disepakati sebelumnya karena memiliki utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat terjadi wanprestasi yaitu adanya
prestasi yang tidak dilakukan dengan sempurna dan terlambat membayar prestasi.
Alasan terjadi wanprestasi karena PT.Emco Asset Management tidak memenubhi
prestasi dengan tidak mencairkan dana nasabah reksadana dan gagal bayar. Bentuk
prestasi dalam kontrak investasi kolektif dapat ditemukan dalam Yield Calculation
yang merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik
berupa dividen atau bunga, yield calculation dinyatakan dalam persentase modal
yang ditanamkan dan diberikan secara berkala kepada nasabah reksadana yang
menanam saham.

Hubungan hukum kreditur dengan debitur dalam hal ini , kreditur merupakan
nasabah reksadana dari debitur yaitu PT. Emco Asset Management. Kreditur dalam
kasus ini sebagai pemohon yang melakukan penempatan dana investasi sebesar satu
milyar rupiah dan dua milyar rupiah. Tetapi karena termohon sudah gagal bayar ,
diadakan mediasi oleh kedua belah pihak dan menghasilkan kesimpulan bahwa
termohon beritikad baik untuk mengembalikan uang nasabah senilai 70 persen dari
total penempatan dana. Namun tetap termohon belum bisa melaksanakan apa yang
dijanjikan kepada pemohon. Maka ada utang termohon kepada para pemohon yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 6 jo. Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (3) dikatakan
bahwa kreditur yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitur
diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan tujuan rencana
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada
kreditur. Pasal 223 menjelaskan pula bahwa dalam hal debitur adalah bank,
perusahaan efek, bursa efek dan lain sebagainya, yang bergerak di bidang
kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah
lembaga yang berwenang. Yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap
perusahaan manajer investasi hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun demikian dalam pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara ini,
pasal yang digunakan hanya Pasal 222 ayat (1) dan (3) dan Pasal 224 ayat (1)
Undang Undang Kepailitan saja, tanpa melibatkan Pasal 223 yang menjelaskan hal
yang berkenaan jika debitur adalah perusahaan investasi. Untuk perusahaan
investasi, yang berwenang mengajukan permohonan PKPU hanyalah OJK. Tetapi
realitanya yang mengajukan permohonan bukanlah dari pihak OJK melainkan

-94 -



Yulisa, F., Putra, S., & Samariadi, S. / Jurnal llmiah Wahana Pendidikan 11(6.D), 92-108

kreditur. Dalam putusan dijelaskan bahwa pemohon alias kreditur sebelumnya
sudah pernah menyurati pihak OJK atas hal ini. Tetapi sampai surat ke tiga, pihak
OJK tetap tidak menanggapi dan membalas surat tersebut. Maka dari itu timbul
ketidakselarasan dan masalah dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian
ilmu hukum. Penelitian hukum dengan menemukan kebenaran koherensi yaitu
adakah aturan hukum sesuai norma hukum, adakah norma berupa perintah sesuai
prinsip hukum. Penelitian normatif yang dimaksud yakni dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder. Dengan pendekatan perundang-undangan yang
menggunakan legislasi dan regulasi peraturan perundangan dan pendekatan kasus
dengan melihat alasan-alasan hukum hakim pada putusan terhadap kasus yang
dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Subjek Hukum yang Berwenang Mengajukan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Emco Asset Management

PT. Emco Asset Management dalam hal ini selaku pihak Termohon PKPU
merupakan suatu perusahaan investasi yang tergabung dalam EMCO GROUP,
bergerak di industri keuangan dan pasar modal. Kedua pemohon mengajukan
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Emco
Asset Management yang merupakan perusahaan manajer investasi yang tugasnya
mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi
Kolektif untuk sekelompok nasabah. Dengan seiring berjalannya waktu, NAB (
Nilai Aktiva Bersih) reksadana yang dikelola oleh Termohon PKPU semakin turun
drastis, sehingga menyebabkan dana-dana investor termasuk Para Temohon PKPU
tidak dapat dicairkan, sehingga dapat dikatakan Termohon PKPU telah gagal bayar
dan memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih.

Dalam kasus tersebut, Para Pemohon PKPU berpendapat bahwa PT. Emco
Asset Management (Termohon PKPU) telah salah menjalankan tugasnya, tidak
prudensial dalam mengelola portofolio efek dengan membeli saham PT. Hanson
Internasional Tbk yang dimana saham tersebut saat ini tidak memiliki nilai jual.
Oleh karena itu Pemohon PKPU berkesimpulan bahwa PT. Emco Asset
Management (Termohon PKPU) tidak melindungi Para Pemohon PKPU sebagai
Investor. Selanjutnya pada bulan Desember 2019, PT. Emco Asset Management
(Termohon PKPU) sudah mulai tidak dapat mencairkan dana nasabah dikarenakan
PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) tidak memiliki dana, dengan
kesimpulan dalam hal ini PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) telah
gagal bayar.

Akibat telah gagal bayar tersebut, para pemohon PKPU melalui kuasa
hukum mengadakan pertemuan dengan kuasa hukum termohon. Tetapi tidak
menghasilkan kesepakatan dan perdamaian, maka dari itu pemohon yang
merupakan kreditur ini mengajukan permohonan atas PKPU. Dengan keadaan
bahwa debitur adalah perusahaan investasi, maka seharusnya yang berwenang
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mengajukan permohonan atas PKPU bukanlah kreditur. Demikian dalam

pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara ini, pasal yang digunakan hanya

Pasal 222 ayat (1) dan (3) dan Pasal 224 ayat (1) Undang Undang Kepailitan saja,

tanpa melibatkan Pasal 223 yang menjelaskan hal yang berkenaan jika debitur

adalah perusahaan investasi.

Subjek  yang berwenang untuk mengajukan permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat dalam Pasal 222 sampai dengan
Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh :

1. Debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur, atau debitur yang
memperkirakan dirinya tidak dapat membayar utangnya yang jatuh waktu dan
dapat ditagih , berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang yang bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian
kepada kreditur dengan membayar sebagian atau seluruh utangnya.

2. Kreditur, pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU selanjutnya
adalah kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat membayar
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, berhak mengajukan
permohonan PKPU terhadap debiturnya agar debitur mengajukan rencana
perdamaian agar utangnya dibayar kepada kreditur. Kreditur yang dimaksud
disini adalah kreditur konkuren dan kreditur preferen.

3. Tetapi pengecualian jika debitur adalah bank, maka yang berhak mengajukan
permohonan adalah Bank Indonesia. Sedangkan jika debitur adalah perusahaan
efek, bursa efek, manajer investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, maka yang berhak mengajukan permohonan
PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitur adalah
perusahaan asuransi, perusahan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik
negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang berhak
mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan.

Mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU jika debitur
adalah perusahan efek, terdapat perubahan dimana Badan Pengawas Pasar Modal
tidak ada wewenang lagi untuk hal tersebut, karena digantikan oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Hal ini berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku dari tanggal 31 Desember
2012. Perubahan ini mengenai kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap
perusahaan efek, perubahan tersebut adalah bahwa fungsi,tugas,wewenang,
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih
dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan
menjadi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk perusahaan efek, yang berwenang
mengajukan permohonan PKPU hanyalah OJK. Tetapi realitanya yang mengajukan
permohonan bukanlah dari pihak OJK melainkan kreditur. Dalam putusan
dijelaskan bahwa pemohon alias kreditur sebelumnya sudah pernah menyurati
pihak OJK atas hal ini. Tetapi sampai surat ke tiga, pihak OJK tetap tidak
menanggapi dan membalas surat tersebut. Maka dari itu timbul ketidakselarasan
dan masalah dalam hal ini. Berdasarkan pengaturan tersebut maka yang berwenang
untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
terhadap perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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Membahas subjek yang berwenang untuk mengajukan permohonan
penundanan kewajiban pembayaran utang PT. Emco Asset Management, selaras
dengan kedudukan hukum atau legal standing nya bagaimana. Kedudukan hukum
adalah sebuah dasar yang harus dimiliki oleh subjek hukum yang menjunjung tinggi
keadilan dalam proses penegakan hukum. Black’s Law Dictionary menetapkan
kedudukan hukum memiliki pengertian dimana kedudukan hukum merupakan hak
seseorang atau suatu pihak untuk mengajukan tuntutan hukum atau meminta
penegakan hukum secara adil kepada pihak yang berwenang dalam penegakan
hukum tersebut. Dengan demikian, subjek hukum berhak secara adil dan sesuai
ketentuan undang-undang yang berlaku, mengajukan suatu permohonan atau
mendapat penyelesaian atas suatu permasalahan hukum.

Dalam mengajukan gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk
memenuhi aturan beracara sesuai Undang-Undang. Syarat formil mengajukan
gugatan yaitu tidak melanggar kewenangan mengadili, gugatan tidak mengandung
error in persona, gugatan harus jelas dan tegas, tidak melanggar asas ne bis in idem,
gugatan tidak prematur, tidak mengajukan gugatan kadaluwarsa. Sedangkan syarat
materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan yang harus
memuat identitas para pihak, dasar gugatan atau posita, petitum atau tuntutan.
Gugatan perdata melibatkan dua pihak yang memiliki kedudukan sebagai
penggugat dan tergugat. Maka pihak penggugat haruslah orang yang benar-benar
memiliki kedudukan hukum. Karena jika menimbulkan kekeliruan maka
mengakibatkan gugatan cacat formil. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut
Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa cacat
formil dalam beracara di Peradilan dapat berupa keabsahan surat kuasa, gugatan
yang tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona alias gugatan kurang
pihak, gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan pihak penggugat
maupun tergugat dikualifikasikan mengandung error in persona. Gugatan error in
persona terbagi menjadi 3 jenis yaitu diskualifikasi in person ( yang terjadi apabila
penggugat tidak memenuhi syarat menjadi penggugat karena tidak mempunyai hak
atas itu atau tidak cakap melakukan tindakan hukum ), salah sasaran pihak yang
digugat, gugatan kurang pihak. Maka dari itu, gugatan atas Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) ini dikatakan cacat formil karena gugatan error in
persona yang mana penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan.
Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan mempunyai akibat
hukum yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan
menjadi cacat formil, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (niet
ontvankelijke verklaard). Tindakan yang dapat dilakukan pihak jika putusan
dianggap cacat formil yaitu dengan memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang
dinyatakan cacat oleh pengadilan, perbaikan dilakukan dengan menempatkan pihak
yang tepat dan memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Perbaikan ini dapat
dilakukan dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru. Karena
dalam Pengadilan Niaga tidak berlaku upaya hukum banding. Upaya hukum yang
dapat dilakukan kreditur atau debitur atas putusan PKPU ialah upaya hukum kasasi.
Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XI1X/2021
yang menyatakan diperbolehkannya upaya hukum Kkasasi terhadap Putusan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Upaya hukum kasasi
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dilaksanakan dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung dapat
membatalkan putusan sebelumnya karena salah menerapkan hukum atau melanggar
hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan.

Melihat dengan seksama subjek hukum yang berwenang mengajukan
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap
perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal, dan dengan
diberlakukannya ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kewenangan untuk mengajukan
permohonan PKPU kepada perusahaan efek bukanlah kreditur atau debitur,
melainkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, pengajuan permohonan
PKPU terhadap PT. Emco Asset Management pada Putusan Nomor 78/Pdt.Sus
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, seharusnya merupakan kewenangan badan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Tetapi pada kasus tersebut yang mengajukan adalah pihak
kreditur. Padahal yang mempunyai kedudukan hukum atas hal tersebut hanya badan
Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengajuan permohonan PKPU tersebut dapat
dikatakan cacat formil dan seharusnya tidak dapat diterima karena bertentangan
dengan ketentuan undang-undang. Walaupun demikian, perkara yang terdapat
dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan oleh
nasabah PT. Emco Asset Management secara individual. Pengajuan permohonan
PKPU tersebut dinilai tidak memiliki legal standing dan bertentangan dengan
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pihak pemohon yang ingin
mengajukan permohonan ke pengadilan haruslah memiliki legal standing atau hak
serta kapasitas menjadi pemohon dalam mengajukan permohonan ke pengadilan.
Dalam hal ini, dikarenakan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur hanya
Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon dalam
Permohonan PKPU, maka pihak lain diluar ketentuan tersebut tidak memiliki legal
standing untuk mengajukan Permohonan PKPU.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radburch ini karena
salah satu teorinya yang mana kepastian hukum menggunakan hukum positif
perundangan-undangan dan hukum positif harus jelas dan tanpa menimbulkan
kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran. Sebagai bentuk kepastian hukum
merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan dan jelas
isinya. Maka dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewenangan pengajuan permohonan PKPU
terhadap perusahaan efek, berdasarkan pengaturan tersebut maka yang berwenang
untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
terhadap perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan pengaturan
tersebut sudah pasti dan dapat dibuktikan kepastian hukumnya tanpa menimbulkan
kekeliruan. Dan juga hal tersebut berkaitan dengan teori yang disampaikan Jan M.
Otto bahwa kepastian hukum menyediakan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah
diperoleh.
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Maka dari itu permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak yang tidak
memiliki legal standing tidak dapat diterima, dan hakim harus menolak
permohonan tersebut. Tidak sesuai dengan permohonan PKPU yang diajukan
kepada PT. Emco Asset Management, karena permohonan tersebut diterima dan
dikabulkan. Melihat pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor
78/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hakim mengabulkan permohonan
berdasarkan fakta fakta dan terpenuhinya ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal
ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Hakim mengesampingkan pengaturan yang berlaku, karena seharusnhya yang
menjadi bahan pertimbangan adalah Pasal 223 yang secara terang atau jelas
menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan PKPU terhadap
perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang diganti menjadi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi dalam pertimbangan hukum hakim tidak ada
dicantumkan eksistensi Pasal 223 dan hanya melihat Pasal 222 saja. Terbukti bahwa
asas kepastian hukum tidak diimplementasikan secara baik pada pertimbangan
hukum hakim.

Pemberlakuan Pembuktian Sederhana dalam Proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) PT. Emco Asset Management

Pembuktian sederhana adalah suatu cara untuk membuktikan Klaim atau
tuntutan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Menurut Subekti hukum
pembuktian merupakan cara meyakinkan hakim akan kebeneran dalil-dalil yang
diajukan dalam suatu sengketa atau perkara di peradilan. Pembuktian digolongkan
dalam perkara hukum acara perdata. Pembuktian digunakan pada perkara-perkara
di Pengadilan untuk memutuskan perselisihan (judicicto contentiosa) atau dalam
kasus permohonan (judicicto voluntair) yang mengiring kepada putusan. Dengan
memberikan bukti yang benar kepada hakim yang memeriksa kasus menurut
undang-undang untuk menjamin keabsahan peristiwa yang diajukan. Dalam litigasi
perdata, tugas hakim yaitu menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi
dasar gugatan benar adanya.

Pembuktian sederhana terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana
berlaku terhadap permohonan pernyataaan pailit , tetapi dalam permohonan PKPU
sebenarnya tidak mengharuskan penerapan pembuktian sederhana. Karena jika
permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan
yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
terpenuhi, sedangkan permohonan pernyataan PKPU sudah ditentukan bahwa harus
dikabulkan oleh Pengadilan tanpa melihat pembuktiannya, berarti dengan demikian
tidak mengharuskan adanya pembuktian sederhana. Hal ini berdasarkan Pasal 225
ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mewajibkan hakim
mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat pembuktiannya
sederhana atau tidak.

Tetapi dalam implementasinya, tidak jarang hakim menggunakan pembuktian
sederhana sebagai syarat penjatuhan putusan PKPU. Bentuk pembuktian sederhana
dalam PKPU seperti ada dua kreditur atau lebih, adanya utang dari debitur yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal seperti ini dapat dibuktikan secara
sederhana untuk membuktikan di muka Pengadilan bahwa debitur benar telah
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memenuhi syarat untuk dikabulkan permohonan PKPU nya. Karena prinsip
pembuktian hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk
membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil. Jika dibandingkan
pada pengaturan bahwa pembuktian sederhana dapat dilakukan dengan cara melihat
apakah syarat dari sebab diajukan nya suatu permohonan pailit atau PKPU
terpenuhi atau tidaknya. Pada pengaturannya jika syarat ada dua kreditur atau lebih,
adanya utang, utang telah jatuh tempo, dan utang dapat ditagih maka pembuktian
sederhana tercapai. Dalam permohonan PKPU atas PT. Emco Asset Management
ini, dilihat dengan seksama bahwa syarat adanya utang yaitu ada dua kreditur
(Aisha Siti Ramadhani dan Yusni), utang debitur kepada para kreditur yang dapat
dibuktikan, utang telah lewat dari masanya harus dibayar dan dapat ditagih
(Pemohon | menempatkan dana Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah), Pemohon
Il menempatkan dana Rp. 2.000.000.000(dua milyar rupiah). Keduanya
menempatkan dana tahun 2019 dan sudah jatuh tempo tahun 2020 berdasarkan
NAB ( Nilai Aktiva Bersih) reksadana yang dikelola oleh Termohon PKPU
semakin turun drastis, sehingga menyebabkan dana-dana investor termasuk Para
Temohon PKPU tidak dapat dicarikan, sehingga dapat dikatakan Termohon PKPU
telah gagal bayar dan memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih,tertuang dalam table Yield Calculation) ,syarat sudah
terpenuhi. Maka dari itu dalam perkara ini, pembuktian sederhana diberlakukan
agar permohonan dapat diterima dan dikabulkan.

Walaupun Undang-Undang dan PKPU tidak mengatur asas pembuktian
sederhana dapat diterapkan dalam permohonan PKPU , tetapi hakim pada dasarnya
dapat menerapkan asas pembuktian sederhana dengan memperhatikan asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tujuan dari Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU vyaitu agar perkara kepailitan dan PKPU dapat terselenggara
dengan cepat, adil, terbuka , sehingga asas pembuktian sederhana dapat diterapkan
juga dalam permohonan PKPU. Hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam
permohonan PKPU berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU, juga menggunakan asas peradilan cepat, sederhana, terbuka berdasarkan
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Kehakiman. Pemberlakuan pembuktian sederhana dalam proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Emco Asset Management tertuang
dalam pertimbangan hukum oleh hakim dengan terpenuhinya syarat-syarat
permohonan PKPU dapat diterima. Diantaranya ada utang yang dimiliki debitur PT.
Emco Asset Management kepada para kreditur , yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih , karena debitur tidak dapat membayar utangnya dan kreditur melihat
kemungkinan debitur tidak dapat membayar , terbukti secara sederhana bahwa
syarat untuk pengabulan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) sudah terpenuhi. Permohonan PKU dapat dikabulkan apabila telah
memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan didalam UU No. 37 tahun 2004
pasal 224 ayat (1), pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 8 ayat (4).

Dengan demikian dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat bahwa
Permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yakni
Permohonan PKPU telah ditanda tangani oleh Para Pemohon PKU dan
Advokatnya, dan syarat materil, yakni Termohon PKPU memiliki utang kepada
Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun hingga saat
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ini belum dibayar atau dilunasi oleh Termohon PKPU, sehingga ada kekhawatiran
dari Para Pemohon PKPU bahwa Termohon tidak dapat meneruskan pembayaran
utangnya tersebut. Pembuktian sederhana pada proses PKPU terhadap PT. Emco
Asset Management ini agar terciptanya proses peradilan yang cepat dan sederhana
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan terealisasikannya asas peradilan cepat,adil,terbuka
sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dikaitkan dengan teori pembuktian menurut M. Yahya Harahap , pembuktian
adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian
untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum yang diadili. Karena dalam
memutuskan perkara , pembuktian merupakan suatu hal yang penting untuk
diperhatikan guna mengetahui kebenaran dan pembuktian sederhana tentang
apakah syarat pengajuan permohonan PKPU terpenuhi dan melihat unsur unsur
pembuktian sederhana seperti adanya utang yang telah jatuh tempo dan debitur
memiliki kreditur yang jumlahnya 2 orang atau lebih. Dalam pasal 1865 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang
mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya
sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

KESIMPULAN

1. Subjek hukum yang berwenang dalam pengajuan permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT.Emco Asset Management menurut
Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berhak mengajukan
permohonan terhadap perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal
yang diganti menjadi kewenangan badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Posisi kedudukan hukum ada pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek hukum yang berhak, tetapi pada
Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mengajukan
permohonan adalah para kreditur dan permohonan diterima serta dikabulkan.
Menunjukkan ada pengesampingan peraturan perundangan dari hakim yang
terlinat dalam pertimbangan hukumnya ,menggunakan pasal yang kurang
sesuai dan menimbulkan kecacatan formil.

2. Pemberlakuan pembuktian sederhana dalam permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) wajib
dikabulkan tanpa melihat pembuktian, maka tidak diwajibkan untuk
memberlakukan pembuktian sederhana. Tetapi implementasinya, banyak hakim
yang menerapkan pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU agar
terselenggaranya peradilan yang cepat, adil, terbuka. Seperti pada perkara
dengan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst,
pemberlakuan pembuktian sederhana dapat dilihat dari terpernuhinya syarat
pengabulan permohonan PKPU yang dibuktikan secara sederhana sehingga
permohonan atas penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dapat
dikabulkan oleh Pengadilan.
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SARAN

Berdasarkan hasil penelitan dan analisa yang sudah dilakukan, maka peneliti

mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan dasar dari subjek hukum untuk
melakukan perbuatan hukum, maka hendaknya implementasi atas peraturan
perundang-undangan harus dilaksanakan dengan tepat, teliti, dan cermat agar
tidak menimbulkan kecacatan formil dalam proses penyelesaian masalah
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Pembuktian sederhana merupakan salah satu faktor penting dalam Hukum
Acara Perdata, yang direalisasikan dalam peradilan perdata. Memiliki tujuan
agar terselenggaranya peradilan yang cepat, adil, dan terbuka. Maka dari itu
sudah sepatutnya pembuktian sederhana diberlakukan dalam perkara kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
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